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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ulasan sederhana yang 
membahas Penemuan Hukum : Konstruksi Pemikiran.   Shalawat dan 
salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, semoga syafaatnya 
terlimpahkan kepada ummatnya demikian pula kepada segenap umat 
manusia.

Tulisan tentang penemuan hukum banyak yang telah diterbitkan,  
namun demikian penulis mencoba menguraikan tulisan penemuan 
hukum melalui suatu konstruksi pemikiran. Tulisan ini memiliki 
perbedaan mendasar dari tulisan terdahulu,  Penulis menguraikan tentang 
proses pembentukan hukum melalui konstuksi norma yang disusun 
melalui pertimbangan putusan yang bermuara pada pembentukan 
norma dan penemuan hukum. 

Penulis mencoba menguraikan penemuan hukum dengan 
melakukan konstruksi norma melalui pertimbangan, penetapan dan 
putusan perdata. khususnya terhadap permasalahan yang timbul dan 
belum diatur oleh norma. 

Tulisan Penemuan Hukum ini diharapkan dapat membawa 
manfaat terutama bagi para pencari keadlan,  mahasiswa, dosen atau 
akademisi, praktisi hukum, rekan-rekan hakim, dan advokat serta semua 
pihak yang ingin mempelajari konstruksi penemuan hukum sebagai 
salah satu instrument menyelesaikan problematika di bidang hukum.

 Kata Pengantar



  Penulis menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan 
ini terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, saran dan kritik yang 
konstruktif dapat membantu kami menyempurnakan tulisan ini.  

Demikian pula Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan 
berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini. Akhirnya 
kepada Allah jualah penulis memohon hidayah & inayah, dengan 
harapan tulisan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah 
keilmuan serta pengembangan Ilmu Hukum. 

Gorontalo Januari 2026

Bayu Lesmana (BL)
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